DHAR MOTTAIMA SATYA PRAJA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
Nomor 2 TAHUN 1987 SERI D NOMORE

PERATURAN DAFRAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 12 TAHUN 1986
TENTANG
SUSUNAN ORGANISAST DAN TATAKERJA DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN DAERAH TINGKAT IT SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN T ANG: MAHA ESA
BUPATI KEPALA DABRAH TINGKAT II SEMARANG

Monimbang : a. bahwa dalam rangke meningkatkan kelan-
caran ponyclonggaraan pomerintazhan dan
pombangunan secars bordayae guna dan
barhasil guna, khususnya yang monyang-
kut bidang pokorjaan umum Kabupaton
Dacrah Tingkat 1T Scmarang perlu diben-
tuk Dinas Pekcrjaan Umm Kabupaton Dee-
rah Tingkat II Scmarang ;

be bahwa scsuai dengan Pasal 49 Undang -
Undang Namor 5 Tehun 1974 jis Koputus-
an Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Ta -
hun 1977 dan Instruksi Gubormur Kopala
Dacrah Tingkat I Jawa Tangzh Nomor
061,1/105/1985, perlu menotapkan Pem -
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bentukan, Susunan Organisasi dan Tatakorja Dinas Pckerjaan
Umum Kabupaten Dacrah Tingkat II Semarang dengan Peraturan

Dacrah.

Mengingat ¢ 1.

30‘

R
5e

6.

Undang=-undang Nomer 5 Tahun 1974 teatang Pokck-
pokok Pcmerintahan Di Dacrah ;

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Peme
bentukan Dacrah Daorgh Kabupaten Dalam Lingkung-
an Propinsi Jawa Tengah jc.Peraturan Pomerintah
Nomor 16 Tahun 1976 tantang Perluasan Kcotamadya
Dacrah Tingkat II Scmarang

Undang~undang Nomcr 11 Tahun 19% tentang Penga-
irang

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan

Peraturan Pemerintah Nemor 18 Tahun 1953 tentang
pelaksanzan penyerahan scbagian urusan Pemerintah
Pusat mengonai pekerjaan umum kepada Propinsi-
propinsi dan penegasan urusan mengenal pekerjaan
umum didaﬁrah-daerah otcnom Kabupaten, Kota Besar
dan Kcta “ceil

Peraturan Pemerintah Nemor 26 Tahun 1985 tentang

~ Jalan 3

Ty

8.

9.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomer 363 Tahun
1977 tentang Pedoman Pembentukan, Susunan Organi-
sasl dan Tatakerja Dinas Daerah ;

Poraturan Menteri Dalam Negeri Nemor 4 Tahun 1980
tentang Pedoman Ponyusunan Rencana Kcta ;

Koputusan Gubernur Kepala Dacrah Tingkat I Jawa
Tengah Nomor 061,1/95/1982 tentang Pola Organisa-
si Pomerintah Daerah dan Wilayah Dacrah Tingkat
II se Jawa Tengah ;
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10. Instruksi Gubernur Kepala Dacrah Tingkat I Jawa

Tengah Yemor 061.1/105/1985 tentang Podoman Pe-
laksanaan Mengenai Susunan Organisasi dan Tata-
kerja Dinas Pokorjaan Umum Kabupaten/Kotamadya
Dacrah Tingkat II se Jawa Tengah.

Dengan porsetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah
Kabupaten Dacrah Tingkat II Semarang.

MEMILTUS K A0 2

Monctapkan ¢ PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH

TINGKAT II SEMARANG TENTANG SUSUNAN
ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS FEKER.
JAAN UMUM KABUPATEN DAERAH TINGHKAT

IT SEMARANG,

BAB I
KETENT UAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Dacrah ini yang dimaksud dengan @

a..fomerintah Dacrah adalah Pemerintah Kabupaten

be

Ce

d.

Coe

Dacrah Tingkat II Somarang ;

Bupati Kepala Dacrah adalah Bupati Kepala Dac-
rah Tingkat II Semarang ;

DPUK adalah Dinas Pckerjaan Umum Kabupaten Dac~
rah Tingkat II Somarang ;

Dacrah adalah Kabupaten Dacrah Tingkat II Scmaw
rang 3

Cabang DPUK adalah unsur polaksana Dinas Pokor-
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Jaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang yang mempunyai
Wilayah Kerja disatu atau dibeberapa Kecamatan.

BAB II

PEMBENT®T UE AN
Pasal 2

Dongan Peraturan Dacrah ini dibentuk DPUK.
BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3
(1) DPUK adalah unsur pclaksana Pemerintah Dacrah yang diben-
tuk berdasarkan kcwonangan pangkal Dacrah Tingkat II di-
bidang pekerjaan umum.

(2) DPUK dipimpin olech secorang Kepala yang berada dibawah
dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Dacrah.

Pasal &4
DPUK mompunyai tugas pokck @

a. Melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah dibidang
pekerjaan umum yang menjadi tanggung jawabnya ;

b. Mclake makan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati
Kepala Dacrah.

Pasal 5

Untuk monyeclenggarakan tugas pckok tersebut pada pasal &
Peraturan Daorah ini, DPUK mempunyai fungsi ¢
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b.

Ce

de

Ce

=i
Perumusan kebijaksanaan teknis pemberian bime
bingan dan pecmbinaan terhadap urusan bangunan
dan gedung, jalan~jalan umum beserta segala
bangunan-bangunan turutannya, pohcn ayoman,
lapangan=lapangan dan taman-taman, pengaliran
(pembuluh pembilas, got-get, ricl-ricl, scle-
kan, pcnatus/, penerangan Jjalan, tempat poku-
buran umum, pasar-pasar, los-lus pasar, pcsang
grahan-pesanggrahan, penyeberangan-pcnycberang
an dan pencegahan bahaya kebakaran.

Pomberian perijinan sesual dengan kobijaksana-
an yang ditctapkan clech Bupati Kepala Dacrah
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku ;

Polaksanaan sesuai dengan tugas pokoknya dan
secsual dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;

Pengamanan dan pengendalian toknis atas pelake
sanaan tugas pokoknya sesuai dengan kebijaksa—
naan yang ditetapkan cleh Bupati Kepala Dacrah
berdasarkan peraturan perundang--undangan yang
berlaku ;

Pengurusen Tata Usaha DPUK.

BAB IV
OCRGAN TS AS @
Bagian Pertama

Susunan Organisasi

Pasal 6
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(1) Susunan Organisasi DPUK terdiri dari :

a. Kepala Dinas

b. Sub Bagian Tata Usaha

¢. Scksi Bina Program

d. Seksi Bangunan dan Gedung
c. Scksi Jalan dan Pengaliran

f. Scksi Tata Kota / Daerah

g. Scksi Kebersihan, Keindahan Kota/Dacrah dan Pemadam
Kebakaran

h. Cabang DPUK,

(2) Sub pagian Tata Usaha terdiri dari 4 (empat) Urusan,
dan masing-masing Scksi terdiri dari 3 (tiga) Sub Scksi,

(3) Sub Bagian Tata Usaha dan Scksi, masing-masing dipimpin
rleh scocrang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala DPUK,

Bagian Kedua
Kepala Dinas
Pasal 7
Kepala DPUK mempunyai tugas pokok sebagaimana dimaksud da-
lam Pasal 4 Peraturan Dacrah ini.
Bagian Ketiga
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyal tugas menyiapkan urusan
surat-menyurat, urusan rumah tangga, pengelclaan perleng-
kapan, peralatan dan perbekalan kantor, pengelolaan kepe-
gawaian, pongelolaan kcuangan, penyusunan rencana kctata-—
laksanaan serta peraturan perundang-undangan berdasarkan
kebijaksanaan teknis yang ditetapkan cleh Kepala DPUK.
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Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas terscbut pada Pasal 8
Peraturan Daerah ini, Sub Bagian Tata Usaha mompun
nyai fungsi :

Qe

-

d.

f.

Peolaksanaan urusan surat-menyurat, kearsipan,
perlengkapan, peralatan dan perbckalan kanter,
perjalanan dinas serta urusan rumah tanggas

Pelaksanaan pengelolaan kepegawaiang
Pelaksanaan pengelclaan kcuangan ;

Penyusunan statistik dan dckumentasi tentang ha=
sil pelaksanaan tugas 3

Penyusunan rencana dan program ketatalaksanaan
DPUK 3

Ponyiapan naskah peraturan pelaksanaan, keputus-
an, instruksi dan menghimpun peraturan perundang
undangan dibidang pckerjaan umum dan penyusunan
laporan;

Pelaksanaan tugas~tugas lain yang diberikan cleh
Kepala DPUK.

Pasal 10

(1) Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :

a. Urusan Umum

be rusan Kepegawaian

c. Urusan Keuangan

de Urusan Efisionsi dan Tatalaksana.

(2) Masing-masing Urusan scbagaimana dimaksud ayat

(1) Pasal ini dipmpin olch seorang Kepala yang
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berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Ba-
gian Tata Uszha.

Pasal 11

Urusan Umum mempunyal tugas meclaksanakan urusan surat me-
nyusat, kearsipan, penggandeaan, pcmeliharaan barang inven-
taris, perlengkapan, peralatan dan porbekalan kantcr, per-
Jalanan dinas, rumah tangga secrta deckumentasi,

Pasal 12

L:rusan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan
kepegawaian.

Pasal 13

Urusan Keuangan mempunyai tugas mercncanakan anggaran peme
biyaan dan pendapatan, pengelolaan dan pertanggung jawaban
keuangan.

Pasal 14

Urusan Efisicnsi dan Tatalaksana mempunyai tugas menyiap -~
kan penyusunan rencana ketatalaksanaan, menyiapkan naskah
peraturan-peraturan pelaksanaan dan instruksi serta menghim
pun peraturan perundang-undangan dibidang pekerjaan umum.

Bagian Kecmpat
Scksi Bina Program
Pasal 15

Seksi Bina Prcgram mempunyai tugas menyajikan data, meru -
muskan rencana dan program kerja, serta menyusun laporan.
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Pasal 16

Untuk menyclenggarakan tugas tersebut pada Pasal 15
Peraturan Daerah ini, Scksi Bina Pregram mempunyai
fungsi ¢

a. Penclitian, pengumpulan, pengelolaan dan penyajian
data

be Pcnyusunan statistik

c. Penyusunan rencana dan precgram kerja

d. Pembinaan pelaksanaan rencana, program dan proyek

ce Evaluasi, analisa hasil pelaksanaan rcncana dan
pregran serta proyek

f. Penyusunan naskah laporan

g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan cleh
Kepala DPUK,

Pasal 17

(1) Scksi Bina Pregram terdiri deri :

a. Sub Scksi Penelitian dan Pengumpulan data
b. Sub Scksi Percncanaan
c.. Sub Scksi Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan.

(2) Masing=masing Sub R scbagaimana dimaksud ayat
(1) Pasal ini dipimpin olech senrang Kepala yang
beorada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepalsa
Scksi Bina Program.

Pasal 19

Sub Seksi Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan pe-
nyusunan recncana, program kerja bescrta anggarannya.

Pasal 18

Sub Sceksi Penelitian dan Pengumpulan Data mempunyai tu-
gas melaksanakan penelitian, pengumpulan, pengeiahan
dan penyajian data .serta penyusunan statistik.
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Pasal 20

Sub Scksi Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai

tugas mengadakan pembinaan, pengendalian atas pelaksanaan
rencana, program kerja dan proyck, melaksanakan evaluasi

dan analisa hasil pclaksanaan rencana, pregram kerja dan

preyck scrita penyusunan naskah laperan.

Pagian Kelima
Seksi Bangunan dan Gedung
Pasal 21

Scksi Bangunan dan Gedung mempunyai tugas mclaksanakan
sebagian tugas pokck DPUK dibidang bangunan dan gedung
berdasarkan kebijaksanaan teknis yang ditctapkan <lch
Kepala DPUK,

Pasal 22

Untuk menyclenggarakan tugas terscbut pada Pasal 21 Pera-
turan Dacrah ini, Scksi Bangunan dan Gedung mempunyai fung-
si 3

a. Pelaksanaan yang meliputi scgala usaha dan kegiatan un-
tuk menyclenggarakan tugas dan kebijaksanaan scsuail de-
ngan rencana yang tclah ditetapkang

be Peombinaan tcknis yang meliputi segala usaha dan kegiat-
an untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dan
instansi-instansi lain, perbaikan tatalaksana dan pe-
ngaturannya ;

c. Pemeliharaan yang meliputi scgala usaha dan kegiatan
perawatan 3

d. Pengawasan yang meliputi scgala usaha dan kegiatan un-
tuk mclaksanakan pengamanan atas pelaksanaan tugas se =
suai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

B G BRTETs I ) T b ooy e e S
_—
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Penyiapan pemberian rckomendasi porijinan untuk
bangunan dan gedung ;

Penyeclenggaragn.:administrasi iteknis bangunan dan
gedung

Polaksanaan tugas~-tugas lain yang diberikan cleh
Kepala DPUK.

Pasal 23

(1) Scksi Bangunan dan Gedung terdiri dari

(2)

a. Sub Scksi Bangunan

b. Sub Scksi Gedung

c. Sub Soksi Administrasi Tcknik Bangunan dan
Gedung,

Masing-masing Sub Scksi scbagaimcina dimaksud
ayat (1) Pasal ini dipimpin clch scorang Kepala
yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepa-
da Kcpala Scksi Bangunan dan Gedung.

Pasal 24

Sub Scksi Bangunan mempunyai tugas

Qe

be

Mcrumuskan pedoman persyaratan perijinan, menyi-
apkan pemberian rckcmendasi perijinan untuk ba-
ngunan dan gedung scsuail dengan peraturan perun-
dang-undangan yang berlaku;

Meclaksanakan pembangunan, pembinaan, bimbingan,

pengenmbangan, pemeliharaan, pengawasan dibidang

bangunan (bukan gedung) scria mengkaji dan meru-—
muskan pedcman persyaratan penentuan bahan ba -

ngunan (bukan gedung).



Pasal &5

Sub Scksi Gedung mempunyai tugas mclaksanakan pembangunan,
pembinaan, bimbingan, pengembangan, pemeliharaan, pengawas-
an dibidang bangunan gecdung scerta mengkaji dan merumuskan
pedoman persyaratan penentuan bahan bangunan gedung.

Pasal 26

Sub Scksi Administrasi Tcknik Bangunan dan Gedung mempunyal
tugas melaksanakan inventarisasi dan menyusun lengger/per-
tinggal scgala kegiatan bidang bangunan dan gedung, menyu-
sun administrasi kontrak dan progres report, scria mengelo-
la perlengkapan, peralatan, perbekalan dan perbengkelan,

Bagian Kecnam
Soksi Jalan dan Pengaliran

Pasal 27

Scksi Jalan dan Pengaliran mempunyai tugas meclaksanakan sc-
bagian tugas pckok DPUK dibidang jalan dan pengaliran ber-
dasarkan kebijaksanaan tcknis yang ditctapkan clch Kepala
DPUK,

Pasal 28

Untuk menyclenggarakan tugas terscbut pada Pasal 27 Pera-~

turan Dierah ini, Scksi Jalan dan Pengaliran mempunyai
fungsi :

a. Polaksanaan yang mcliputi scgala usaha dan kegiatan un-
tuk menyclenggarakan tugas dan kebijaksanaan sesual de-
ngan rencana yang tclah ditetapkan

b. Pombinaan yang mecliputi segala usaha dan kegiatan untuk
meningkatkan peclayanan terhadap masyarakat dan instansi
instansi lain, perbaikan tatalaksana dan pengaturannya;
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c. Pomoliharaan yang meliputi segala usaha dan kogle
atan peravadan.

d. Pengawasan yang meliputi segala usaha dan kegiate
an untuk melaksanzkan pengamanan atas pelaksanaan
tugas sesual dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;

c. Penyelenggaraan administrasi tcknik jalan dan pe-
ngaliran;

f. Pclaksanaan tugas~tugas lain yang diberikan cleh
Kepala DPUK,

Pasal 29
(1) Scksi Jalan dan Pengaliran terdiri dari :

a. Sub Scksi Jalan

b. Sub Scksi Pengaliran

c. Sub Scksi Administrasi Teknik Jalan dan Penga~
liran.

(2) Masingemasing Sub Scksi scbagaimana dimaksud ayat
(1) Pasal ini dipimpin cleh scorang Kepala yang
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepa-
la Scksi Jalan dan Pengaliran,

Pasall 30

Sub Scksi Jalan mempunyai tugas mclaksanzkan pemba-
ngunan, pembinaan, bimbingan, pengembangan, pemeliha-
raan, pengawasan dibidang jalan beserta bangunan tu =
rutannya dan pohon ayoman.

Raisall 31

Sub Scksi Pengaliran mempunyai tugas melaksanzkan pem-
bangunan, pembinaan, bimbgngan, pengembangan, pemcli~
haraan dan pengawasan dibidang pengaliran termasuk



- 1 -

pongawasan air limbap industri.

Pasal 32

Sub Scksi Administrasi Teknik Jalan dan Pengaliran mempu -
nyai tugas meclaksanakan inventarisasi dan menyusun lengger
/pertinggal scgala kcgiatan bidang jalan beserta bangunan
turutannya dan pengaliran, menyusun administrasi kontrak
dan progres recport sorta mengelola perlengkapan, peralatan
perbekalan dan perbengkelan.

Bagian Ketujuh
Scksi Tata Kcta / Dacrah
Pasal 33
Scksi Tata Kota/Dacrah mempunyai tugas melaksanzkan seba-
gian tugas pckok DPUK dibidang penatean kota/dacrah ber -~

dasarkan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh Kepala
DPUK,

Pasal 34

Untuk menyclenggarakan tugas terscbut pada Pasal 33 Pera-
turan Dacrah ini, Scksi Tata Kota/Dacrah mempunyai fungsi:

a. Peclaksanaan yang mecliputi segala usaha dan kegiatan un-
tuk menyclenggarakan tugas dan kcebijaksanzan scsual de-
ngan rencana yang teclah ditetapkan ;

b. Pembinaan tcknis yang meliputi scgala usaha dan kegiate-
an untuk meningkatkan peclayanan terhadap masyarakat dan
instansi~instansi lain

c. Pengawasan yang mcliputi segala usaha dan kegiatan un -
tuk melaksanakan peongamanan atas pelaksanaan tugas
de Pengelclaan perlengkapan, peralatan dan perbekalan 3

ce Pclaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan olech Kepala
DPUK,



(L

(2)

S N

Pasal 35

Scksi Tata Keta/Dacrah terdiri dari :

a. Sub Scksi Tata Lokasi Bangunan

be Sub Scksi Pertanahang

ce Sub Seksi Tata Lingkungan dan Tata Lokesi Perusa-
aNe

Masing-masing Sub Scksi schbagaimana dimaksud ayat (1)

Pasal ini dipimpin clch scorang Kcpala yang berada di

bawah dan bertanggung jawab kcpada Kepala Seksi Tata

Kota / Dacrah.

Fasal 36

Sub Scksi Tata Lckasi Bangunan mempunyai tugas

a. Mengatur tata lokasi bangunan/gedung menurut jenis
nya dan membuat pedeman bentuk/prototype bangunan7
gedung untuk berbagail jenis, macam dan lokasi scsu
al dengan peraturan perundangz-undangan yang berla=-
ku, serta memberikan pertimbangan atas suatu permo
honan ijin lckasi bangunan/gedung ;

bs Mclakukan inventarisesi atas bangunan~bangunan/ge-
dung-gedung antara lain peninggalan scjarah,pendi-
dikan, rckreasi, perdagangan, peclayanan umum, indus
tri, tempat tinggal perorangan/swasia dan lain-la=-
1n.

Pasal 37

Sub Scksi Pertanahan mempunyai tugas mempersiapkan pe

ngurusan hak-hak atas tanah yang berhubungan dengan

pencentuan lokasi bangunan/gedung, yang selanjutnya a-

kan diserahkan kcpada Instansi yang berwenang untuk

menetapkan hak-hak atas tanah scsuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku,

Pasal 38
Sub Scksi Tata Lingkungan dan Tata Lekasi Porusahaan
nempunyai tugas mclaksanakan dan mengawasi terhadap
scgala usahe untuk menciptakankescrasian lingkungan,
lokasi peruszhaan dan memberikan pertimbangan terha-
dap permohonan 1jin lokasi tempat usaha.
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Bagian Kedelapan
Scksi Kcbersihan, Keindahan Keta / Daerah
dan Pemadam Kebakaran

Pasal 39

Scksi Kcebersihan, Keindahan Kota/Dacrah dan Pemadan Kebakaran
mem punyai tugas melaksanakan scbagian tugas pckok DPUK di bi
dang kebersihan,keindahan kota/gedung dan pemaday kebakaran.

Pasal 40

Untuk monyelonggurakgn tugas terschut pada pasal 39 Peraturan
Dacrah ini, Scksi Kebersihan, Keindahan Kota/DQorah dan Pema-
dam Kcbzkaran memounyai fungsi

as Pelaksanzan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk
menyclenggarakan tugas dan kebijaksanaan sesual dengen ren
cana yang telah ditctapkan;

b. Pembinaan teknis yang meliputi scegala usahe dan kegiatan
untuk meningkatkan pclayanan terhadap masyarzkat dan Ins =
tansi-instansi lain, perbaikan tatalaksana dan pengaturan-
nyas

ce. Pemcliharazan yang meliputi scgala uszha dan kegiatan pera-
watan 3

d. Pengawasan yang meliputi segala usaha dan kegiaotan untuk
mclakukan pengamanan atas pelaksanaan tugas;

c. Pengelolaan perlengkapan, peralatan, perbekalan dan perbeng
kelang

f. Pclaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan cleh Kepala DPUK.
Pasal 41

(1) Scksi Kebersihan, Keindahan Kcta/Dacrah dan Pemadam Keba =
karan terdiri dari
a. Sub Scksi Kebersihan Keindahan Kcta/Dacrah 3
b. Sub Scksi Pcmakaman Umum;
c. Sub Scksi Pencegahan dan penanggulangan Kcebakaran.

(2) Masing-masing Sub Scksi scbagaimana dimaksud ayat (1) pa-
sal ini dipimpin olch scorang Kepala yang berada dibawah
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dan bertanggung jewab kepada Kepala Scksi Keber-
sihan Keindahan Kota/Dacrah dan Pemadam Kebakar-
ale

Pasal 42

Sub Seksi Kcbersihan Keindahan Kote/Daerah mempu

nyai tugas

2« Melazksanakan pcngumpulan,penampungan,pengang-—
kutan,pcmbuangan,pemusnahan segale macam sam-
pah termasuk tinja dan pengawasan

be Meclaksanakan pembuatan, vnerbaikan, pemwlihara
an tamanetaman, Jjalur hijau, lapangan=lapang-
an penghijauan lingkungan serta melaksanekan
pengaturan, pencrtiban, pengawasan atas pema-
sangan rcklamc scsuail dengan peracturan perun-
dang-undangan yang berlaku;

ce Mclaksanakan pengaturan, pemasangan,perbaikan,
pengawasan, pcmeliheraan instalasi-instalasi
listrik dan perlcngkapan lampu-lampu penerang
an jalan, tenpat rckreasi, taman~taman, penga
tur lalu lintas, pasar-pasar, stasiun dan ba-
ngunan lain milik Pencrintah Dacrah

de Menberikan penyuluhan tentang kebersihan, kein
dahan Kota/Daerzh.

Pasal 43

Sub Scksi Pemakaman Umum mempunyai tugas

ae. Meclaksanakan segala usaha dan kegic:tan penge-
lolaan tempat pemakaman umum scsual dengan pe
raturan perundang-undangan yang berlakus

be Melzksanakan pengaturan,pcmeliharazn, vpenga -
wasan dan pelayanan pemakaman umum sesual de-
ngan peraturan perundang-—perundangan yang ber
lakusg

ce. Memberikan perijinan tentang penguburan jena-
zah, pemasangen kijing dan pendirian bangunan
diatas makan.



Pasal 44

Sub Scksi Pencegahan dan Pemadam Kcebakaran meompunyai

tugas :

a« Mengadakan pemcriksean pengujian terhadap alat-zlat
/bahan-bahan yang dipergunakan untuk mendcteksi dan
memadamkan kebakaran baik yang dimiliki oleh Peme -
rintah, swasta maupun perorangan;

b. Mclzksanakan pemecliharaan dan penyiapan peralatan
penadam kobakarar yang dipergunakan dalam menjalan-—
kan tugasnya scrita mengadakan pencegahan dan pemadam
an kebakaran

¢. Melaksanakan pembinezan, latihan dan pengerahan per -
sonil dslam rangka penccgahan dan pemadaman kebakar-
riEn §

de. Mecngadakan penyuluhan tentang pencegehan dan pemadan
an kebakarans

c. Melaksanaken pongawasan atas pelaksanaan tugas,

Bagian Xesembilan
Cebang Dineas
Pasal 45

Pembentukan, Susunan Orgznisasi dan Tatakerja Caban
nas DPUKX diatur kemudian berdasarkan pedoman Menter
lanmn Negeri.
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Pasal 46

Kupela DPUK dalam meclaksanzkan tugasnya berdasarkan ke-
bijaksanaan yang ditotapkan olch Bupati Kepala Daerah
serta memperhatikan pembinaan dan bimbingan teknis dari
Dinas Pckerjaan Umumt Propinsi Dacrah Tingkat I Jawa-Te-
ngah,

Pasal H7eeeen
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Pasal 49

Dalam mclaksanakan tugasnya Kepala DPUK,Kcpa-
lz Sub Bagian, Para Kepala Scksi dan Para i{cpala Ca-
bang DPUK wajib mencrapkan prinsip koordinasi inte-
grasl dan sinkronisasi seeara vertikal dan horizon-
t-l Dbzik delam lingkungen mesing-masing maupun de -
ngan Satuar Organisasi di lingkungan Pemerintah Da-
crah serta dengan Instansi loin sesuail dengan tugas
pol ok masing-masing.

Faszl 43

(1) Sctiap pimpinan Satuan Organisasi dalam ling =
kungan DPUK beritanczunzg jewab meninpin dan meng
koordinasikan bawahannya niesing-nasing dan men-
berikan bimbingan scrta petunjuk-petunjuk bagi
peleksanaan tugas bawahannya

(2) Setiap pimpinan Sztuzn Organisasi wajib mongl -
tutl dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertang
gung Jaivab kepada at:isan nmasin.ge-masing dan e -
nyampaikan laporan terat pada waktunye;

(3) Setizp laporan yang diterima pimpinan Satuan Or
ganisasl dari bawzhan wajib diolah dan diperzu-
nakan scbagai bahan penyusunan laporan lcbih
lanjut untuk memberilk an petunjuk-—petunjuk kepa~
da bawahan ;

Pasal 49

Para Kepala Scksi dan para Kepala Cabang Di -~
nas pada DPUK menyampaikan laperan kepada Kepale
DPUK dan Xepala Sub Bap ism Tata Usaha menyusun la -
poran berkala DPUK,

Pasal 50
Dalam monyampaikan laperzan kepada atzsan masing-ma =
sing, tembusan laporan disampaikan pula kepada Satu-

an Organisasi lain yang seeara fungsional mempunyal
hubungan kerja.
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Rasall S

Dalam meclaksanakan tugasnya setiap Pimpinan Satuan Orga-
nisasi dibantu oleh Pimpinan Satuan Organisasi bawzhan -
nya den delam rangka pemberian bimbingan kepada bawshan
masing-nasing mengadakan ravat berkala.

Pasal 52

'“"'an Sus ion canise 1 a2gaimana @ an m O =
B urn Orgzganisasi DPUK scbagaimana tercantum d
lam lampiran peraturan Daerah ini.

BA B WE
LETENTU AE LAILNLATH

Basslt 57

Jenjang jabatan dan xoc“ngkau“n serte susunan kepegawale-
an diatur kemudizn sesual dengan peraturan perundang-un-
dangan yang berlaku,

Pasal 54

2 DFUK, Xcpala Sub RBagian den Kepala Scksi di -
t dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah

(1) Kopals
ngka
ingkat I Jawa Tengzh atas usul Bupati Kepala Dacrah.

(2) Kepala Urusan dan Kepala Sub Soksi diangkat dan diber
hentikan olch Bupati Kepala Dacrah atas usul Kepala
DPUIL,

Pasal 55

Hazl-hal yang belum diatur dalam Peraturan Dacrah ini se-
panjang nenyangkut pelaksenaan Peraturan Dacrzh ini pe-
ngaturannya discrahkan kepada Bupati Xepala Dacrah.

Bl A GEE
BRI YN DO E
Pasal 56

DPUX yang telah dibentuk scbel:m berlakunya Feraturan
Dacrah ini dinyatakan terbentuk berdasarkan Peraturan
Dacrah ini.



Pasall 57

Dengan berlakunya Peraturan Dazerah ini meka
scmua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan
Daerah ini dinyztakan tidak berlaku lagi.

Pasal 58

Peraturan Dacrah ini mulai berlaku sciak tang
gal diundangkan.

Agar supaya sctiap orang dapat mengetahuinya, meme
rintahkan pengundangan Peraturan Dacrah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Dacrah Kabupaten Dae~
rah Tingkat II Scmarang.

Ungaran, 26 Juli 1986,

DEVAN PERWAKTLAN RAK YAT BUPATI XEPALA DAERLH
DAERAH KABUPATEN DAERAH  TINGKAT II SEMARANG
TINGKAT II SEMARANG
KET U A,
capPe ttd.
cape ttd.

ISMOCJO HADISOEFIARTO, Prs.SSAR B J ONLO,



Disyahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala
Dacrah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 26 Nopember 1986
Nomor : 188.3/441/1986.,

Diundengkan delam Lembaran Daerah Kabupaten Dacrah

Rabupaten Dacrah Tingkat II Scemarang tanggal 20 April -
1987 Scri D Nomer 3 Tahun 1987.

Scsuai dengan aslinya

Selirotaris Wilayah/Dacrah,

cap. ttd.

SCEMOJO HADIVIINOTO,S.H.
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PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SE-~
MARANG

NOMOR 12 TAHUN 1986
TENTAUNG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PEKERJAANUMUM

I.

KABUPATEN DAERAH TINGKIT II SEMARANG
PEJJELA SAN UMUM :

Bprdasarkan Pcraturan Pemerintah Nomor 18 Tg
hun 1 tentang pelaksanaan penyerahan scbagian
dari urusan Pemerintah Pusat mengenal pekerjaan
unmum kepada Propinsi-propinsi dan penegasan urus-
san mengenal pekerjaan umum di dacrah~daerah odw—
nom Kabupaten, Kota Besar dan Xota Kecil, Pemcrin
tah Dacrah Tingkat II Semarang mempunyai kckuasa-—
an/kowenangan pangkal untuk melaksanzkan tugas
dan tanggung Jjawab mongcnaikurusan—urusan bangun—
an dan gedung, jalan.-j:2lan umuwn beserta scgala
bangunan-bangunan turutannya, pchon ayoman,lapang
an-lapangan dan taman-taman, pengaliran (Pembuluh
pembilas, got-got, ricl-riecl, sclokan, penatus),
pcherangan jalan, tempat pekuburan umun, pasar-pa
sar, los-los pasar, pecsanggrahan-—pcsanggrahan, pc¢
nycberangan-penycberangan dan pencegahan bahaya
kolaparan.

Sebagal realisasi dari pcnegasan kewcnangan

- pangkal tersebut diatas, riaka berdasarkan Peratur

an Dacrah Kabupaten Dacral Tingkat II Scmarang i-
ni dibentuk Dinas Pukerjaan Umum Kebupaten Dacrah
Tingkat II Scmarang.

Dalam rangka meninskatkan kelancaran dan
pengembangan penyelenggaraan pemerintahan dan pe-
mbangunan sccara berdaya guna dan berhasil guna
khususnya yang menyangkut bidang pekerjaan umum
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di Kabupaten Daerah Tingkat II Scmarang, maka perlu me-
ninjau dan menetapkan kemball Susunan Organisasi dan Ta
takerja Dinas Pckerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat
IT Semarang.

Untuk meksud tersebut diatas maka sesuai dengan pa
sal 49 Undang~undang Nomor 5 Tahun 1974 jis Kcputusan
Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 dan Instruksi
Gubernur Xepala Dacrah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 061,
1/105/1985 perlu menctapkan Susunan Organisasi dan Tatg
kerja Dinas Pckerjaan Umum Kabupatenrn Daecrah Tingkat X
Scmarang dengan Peraturan Dacrah.

II,PENJELASAN PASAL DEMI PASAL @

Pasal 1 s/d &
Pasal 5

Cuku jelas.

Yang dimaksud dengan urusan jalan -
jalan umum bescrta bangunan turutan
nya adalah meliputi

: jalan=jalen wsum dan penanaman, lo-~
rong-lorong,tans'gul-tanggul, sclo -
kan-sclokan, sumur-sumur, tonggak -
tonggak kilometecr, papan-papan nama,
jembatan-~jembatan, urung-urung, tu-
rap-tutap, dinding-dinding tembok.

Pasal 6 : Susunan Organisasi ini adalah pcncer_

ninan dari urusan-urusan yang menja-
di kewecnangan pangkal dari Pemerin -
tah Kabupaten Decrah Tingkat II Semg
rang dan pengembangan Dinas Pckerja-
an Unum.

Pasal 7 s/d 11 : Cukup jelas.

Pasal 12 : Yang dimaksud dengan pengelolaan ke-
pegawalan adalah meliputi perencana-
an kebutuhan pegawai, pengadaan, pe-—
ngangkatan, kenaikan pangkat/gaji
berkala,pemindahan,pemberhentian,pe-

'Y



Pasal 13

Pasal 14 s/d 45
Pasal 46 s/d 52
Pasal 53 s/d 55
Pasal 56 s/d 58

e
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pengonbangan,kesejahteraan pega-
wal dan peningkatan pengetahuan
den ketrampilan dibidang pekerja
an unmume.

Yang dimaksud dengan pengelolaan
keuangan adalah meliputi peren -
canaan anggaran biaya dan penda-~
patan, pembukuan den pertanggung
Jawaban keuangan.

‘Cukup jelas.
Cukupjelas.
Cukup Jelas.

Cukup jclas.
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